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    BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan terhadap pokok permasalahan  pada 

penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa  aksesibilitas bagi 

Penyandang Disabilitas di halte dan bus Trans  Jogja di Kota Yogyakarta 

belum terlaksana dengan baik dan optimal, di karenakan  Penggunaan  

aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas   belum sesuai dengan  yang 

ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas.  Pasal 18 Undang-Undang Nomor  8 Tahun 2016 Tentang 

Penyandang Disabilitas, menyataka bahwa Penyandang Disabilitas berhak 

mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan 

mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi 

individu. Dari pihak Pemerintah belum dapat menyediakan aksesibilitas 

secara maksimal, dikarenakan ada hambatan dalam hal kurangnya lahan 

untuk memperluas halte. Jarak bibir peron (halte) dan  pintu bus Trans Jogja 

yang cukup jauh menyebabkan Penyandang Disabilitas memerlukan 

bantuan petugas Bus Trans Jogja untuk naik ke dalam bus. Jika penumpang 

bus Trans Jogja yang ada di dalam bus sudah penuh seharusnya penumpang 

yang akan masuk ke dalam bus dilarang masuk, karena semakin penuh 

penuh penumpang bus akan terjadi rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh 

pengguna bus Trans Jogja. Mengutamakan rasa nyaman pengguna Bus atau 

aksesibilitas publik sangat penting dalam pelayanan publik, seperti pada 
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Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang 

Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan 

Lingkungan terdapat 4 (empat) asas fasilitas dan aksesibilitas yang harus 

dipenuhi, yaitu : Asas keselamatan, Asas kemudahan, Asas kegunaan, Asas 

kemandirian. 

  Untuk mendapatkan lahan pihak Pemerintah harus melakukan 

Pengadaan Tanah untuk pembangunan halte.Pengadaan Tanah merupakan 

pemberian ganti kerugian tanah yang akan diambil oleh Pemerintah  dan 

Pemerintah akan memberikan ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan 

kedua belah pihak.  Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor  5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dijelaskan 

bahwa Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia 

Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa 

Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional.  Oleh karena itu, Pemerintah 

berhak mengambil hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat kapanpun 

guna kepentingan pembangunan Nasional dengan memberikan ganti rugi 

sebagai ganti tanah. Sebagian halte dan bus Trans Jogja sudah ada yang 

menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, tetapi belum dapat 

digunakan secara maksimal. Belum terpenuhinya standar pembangunan 

halte yang baik dan layak bagi Penyandang Disabilitas.Misalnya, bagi 

Penyandang Disabilitas khususnya seperti tuna daksa, membutuhkan ruang 

publik yang ada ramp.Ramp adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang 
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dengan kemiring tertentu, sebagai alternative bagi orang yang tidak dapat 

menggunakan tangga. 

B. Saran 

 Pemerintah diharapkan dapat menyediakan  atau mendukung 

adanya aksesibilitas publik bagi  semua kalangan masyarakat tidak 

terkecuali masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus seperti 

Penyandang Disabilitas  dengan infratruktur fasilitas yang lebih baik lagi. 

Aksesibilitas publik khususnya  pada halte dan bus  yang belum 

menyediakan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas diharapkan dapat 

menyediakannya sesuai dengan standar kelayakan pembangunan halte dan 

bus, agar  semua masyarakat dapat menggunakan aksesibilitas publik 

tersebut. Terutama Penyandang Disabilitas  yang memerlukan aksesibilitas 

khusus dalam aktivitasnya sehari-hari dapat menggunakan aksesibilitas 

halte dan bus dengan mudah dan nyaman tanpa adanya hambatan. Lebih 

baik lagi  Pemerintah dapat  menyediakan aksesibilitas publik yang khusus 

untuk Penyandang Disabilitas yang dilengkapi dengan aksesibilitas yang 

memudahkan Penyandang Disabilitas untuk naik ke dalam bus. 

 Dengan adanya aksesibilitas yang memadai  dan maksimal serta 

mudah menggunakannya  diharapkan Penyandang Disabilitas tidak takut 

lagi menggunakan aksesibilitas publik yang telah  disediakan oleh 

Pemerintah. 
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